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Abstrak
 

Bank sebagai penyelenggara layanan sistem elektronik untuk nasabah dapat terhenti akibat tidak

diselenggarakannya layanan sistem elektronik yang handal, aman dan terpercaya. Terhentinya layanan

perbankan dapat merugikan masyarakat yang menjadi nasabah bank sehingga Otoritas Jasa Keuangan

mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 38/POJK.3/2016 tentang Pedoman Penerapan

Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank Umum. Selain POJK

tersebut sudah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Adanya peraturan yang sama yang dikeluarkan oleh instansi yang berbeda berpotensi menimbulkan masalah

dalam pelaksanaannya. Untuk mengetahui masalah tersebut maka metode penelitian yang dipergunakan

adalah dengan membandingkan ketentuan tersebut dan melakukan penelitian terhadap pelaksanaannya pada

kegiatan perbankan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap pengelolaan kode

sumber program komputer dimana dalam POJK No.38/POJK.3/2016 tidak mengharuskan bank sebagai

penyelenggara sistem elektronik untuk memiliki perjanjian penyimpanan kode sumber sementara dalam PP

No. 82 Tahun 2012 mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk mempunyai perjanjian penyimpanan

kode sumber dengan pihak ketiga apabila tidak memiliki kode sumber program komputer yang

dipergunakannya. Adanya perbedaan ini mengakibatkan sebagian bank mempunyai perjanjian penyimpan

kode sumber dan sebagian tidak.

......Banks as providers of electronic system services for customers can be stopped due to the absence of

reliable, safe and reliable electronic system services. The cessation of banking services can be detrimental to

the people who become bank customers so the Financial Services Authority issues Regulation of the

Financial Services Authority POJK No. 38 POJK.3 2016 concerning Guidelines for Application of Risk

Management in the Use of Information System Technology by Commercial Banks. In addition to the POJK,

there is Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Government

Regulation Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. The

existence of the same regulations issued by different agencies has the potential to cause problems in its

implementation. To find out the problem, the research method used is to compare the provisions and

conduct research on the implementation of banking activities. The results of the study indicate that there are

differences in treatment of the management of computer program source code where in POJK No.38

POJK.3 2016 does not require banks as providers of electronic systems to have a temporary storage

agreement for source code in PP No. 82 of 2012 requires electronic system operators to have an agreement

to store source code with third parties if they do not have the computer program source code used. The

existence of this difference results in some banks having agreements to store the source code and some not.
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